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[bookmark: _v1tjbkrq85pa]BAB I
[bookmark: _keloz0yd9rt2]PENDAHULUAN



	Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Jampirejo sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO); 
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

[bookmark: _jqjyfrkqpv9u]
1.1 [bookmark: _ofawn8201ho0]Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
1.2 [bookmark: _3kao9dlmsqmb]Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


1.3 [bookmark: _xtff3xy2kql3]Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN	
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	
BAB V	: PENUTUP










[bookmark: _td5jwym1x3qv]BAB II
[bookmark: _qcoc0nlfg512]IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 [bookmark: _kt54t1uukoff]Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp 843.086.030,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan puluh enam ribu tiga puluh rupiah) atau tercapai 87,98% dari target sebesar Rp 958.218.800,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut : 
1. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau 57,81 % dari total belanja 
2. Belanja Barang Jasa sebesar Rp 841.236.030,00 (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh rupiah) atau 88,09 % dari total belanja
2.2 [bookmark: _3o0cldhctm5u]Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung TA. 2022 yang tidak optimal antara lain :
1. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;








[bookmark: _60q5jiv21cpd]BAB III
[bookmark: _40d1vzjrkzh9]PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. [bookmark: _olt503n5v18b]Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD
3.1.1. [bookmark: _cfwcq1mkd3vg]Pendapatan - LRA
Untuk tahun 2022 APBD pada Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung penetapan target pendapatan yaitu Retribusi Sewa Balai Kelurahan -Retribusi Daerah - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.000.000,00

	Kode Rekening
	Nama Rekening
	Anggaran
	Realisasi
	Selisih

	4
	PENDAPATAN DAERAH
	500.000
	1.000.000,00
	500.000,00

	41
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	500.000
	1.000.000,00
	500.000,00

	4102
	Retribusi Daerah
	500.000
	1.000.000,00
	500.000,00

	410202
	Retribusi Jasa Usaha
	500.000
	1.000.000,00
	500.000,00

	 
	Jumlah Pendapatan
	500.000
	1.000.000,00
	500.000,00











3.1.2. [bookmark: _h9bwq0u7lfxu]Belanja
Realisasi APBD Tahun 2022 pada Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2022 untuk OPD Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung.  Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

REALISASI ANGGARAN (OBJEK)
KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

	Kode Rekening
	Nama Rekening
	Anggaran
	Realisasi
	Selisih

	5
	BELANJA DAERAH
	958.218.800
	843.086.030
	-115.132.770

	51
	BELANJA OPERASI
	958.218.800
	843.086.030
	-115.132.770

	5101
	Belanja Pegawai
	3.200.000
	1.850.000
	-1.350.000

	5102
	Belanja Barang dan Jasa
	955.018.800
	841.236.030
	-113.782.770

	52
	BELANJA MODAL
	0
	0
	0

	5202
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	0
	0
	0

	5203
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	0
	0
	0

	5205
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
	0
	0
	0

	 
	Jumlah Belanja
	958.218.800
	843.086.030
	-115.132.770



Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp 843.086.030,00 atau tercapai 87,98% dari target sebesar Rp 958.218.800,00.

Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai berupa Belanja Honor Pejabat Pengadaan, Pokja, dan PPKom terealisasi sebesar Rp. 1.850.000,00 atau 57,81% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.200.000,00. 
2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa berupa Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. 
· Belanja Barang terealisasi sebesar Rp. 450.726.964,00 atau 87,17% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 517.050.800,00. 
· Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp. 376.923.966,00 atau 90,8% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 415.133.400,00.  
· Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp. 3.625.100,00 atau 83,92% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.319.600,00.  
· Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp. 9.960.000,00 atau 77,72% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 12.815.000,00. 
· Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.700.000,00.
Belanja operasi tidak terserap 100% karena ada sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tidak ada anggaran maupun realisasi dikarenakan perubahan anggaran.. 


3.1.3. [bookmark: _5hxy919cvhtv]Pendapatan - LO

	Kode Rekening
	Nama Rekening
	Jumlah

	7
	PENDAPATAN DAERAH-LO
	1.000.000,00

	71
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
	1.000.000,00

	7102
	Retribusi Daerah-LO
	1.000.000,00

	710202
	Retribusi Jasa Usaha-LO
	1.000.000,00

	 
	Jumlah Pendapatan
	1.000.000,00



Pendapatan-Lo Kelurahan Jampirejo pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.000.000,00.








3.1.4. [bookmark: _mvult3ftnd35]Beban 

	Kode Rekening
	Nama Rekening
	Jumlah

	8
	BEBAN DAERAH
	872.878.550,50

	81
	BEBAN OPERASI
	872.878.550,50

	8101
	Beban Pegawai
	1.850.000,00

	8102
	Beban Barang dan Jasa
	837.594.381,00

	8108
	Beban Penyusutan dan Amortisasi
	33.434.169,50

	 
	Jumlah Beban
	872.878.550,50



Beban daerah Kelurahan Jampirejo tahun 2022 terdiri dari beban operasi, yaitu sebesar Rp. 872.878.550,50 Beban operasi terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 1.850.000,00 beban barang dan jasa sebesar Rp. 837.594.381,00 dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 33.434.169,50.

3.1.5. [bookmark: _9gj645bb3tvz]Aset
A. Aset lancar
· Kas dan setara kas

	
Kas dan setara kas
	2022
	2021

	
	Rp.
	Rp.

	Kas di bendahara pengeluaran
	0,00
	0,00

	Jumlah kas dan Setara Kas
	0,00
	0,00







Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar 0.

· Persediaan

	Persediaan
	2022
	2021

	Alat Tulis Kantor
	268.000
	
349.800

	Alat Listrik
	84.000
	
0

	Benda Pos
	0
	
40.000

	Kertas dan Cover
	1.090.000
	
0

	Bahan Komputer
	580.000
	
0

	Jumlah persediaan
	2.022.000
	
389.000




Persediaan per 31 Desember 2022 Kelurahan Jampirejo sebesar Rp. 2.022.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

[bookmark: _GoBack]

DAFTAR SISA BARANG PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2022
SKPD : KELURAHAN JAMPIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022
	NO
	URAIAN
	PER-
TANGGAL
	JML SISA
	
SATUAN
	HARGA SATUAN
	HARGA TOTAL

	1.
	Bolpoint Biasa
	31 – 12- 2022
	8
	Buah
	Rp. 2500
	Rp. 20.000

	2.
	Spidol Whiteboard
	31 – 12- 2022
	3
	Buah
	Rp. 8000
	Rp. 24.000

	3.
	Binder Clip 155
	31 – 12- 2022
	1
	Box
	Rp. 10.000
	Rp. 10.000

	4.
	Binder Clip 107
	31 – 12- 2022
	1
	Box
	Rp. 5000
	Rp. 5000

	5.
	Paper Clip
	31 – 12- 2022
	5
	Pack
	Rp. 2000
	Rp. 10.000

	6.
	Penghapus Cair
	31 – 12- 2022
	2
	Buah
	Rp. 7000
	Rp. 14.000

	7.
	Buku Tulis Kecil
	31 – 12- 2022
	1
	Pack
	Rp. 35.000
	Rp.35.000

	8.
	Ordner Folio
	31 – 12- 2022
	5
	Buah
	Rp. 17.000
	Rp. 85.000

	9.
	Stopmap Kertas
	31 – 12- 2022
	32
	Buah
	R. 1250
	Rp. 40.000

	10.
	
Isi Staples Besar
	31 – 12- 2022
	10
	Box
	Rp. 2500
	Rp. 25.000

	11.
	Kertas HVS Folio (F4) 70 gram
	31 – 12- 2022
	13
	Rim
	Rp. 55.000
	Rp. 715.000

	12.
	Kertas HVS Folio warna
	31 – 12- 2022
	6
	Rim
	Rp. 62.500
	Rp. 375.000

	13.
	Isi Ulang (Refill) Toner Printer Hitam
	31 – 12- 2022
	6
	Rim
	Rp. 90.0000
	Rp. 540.000

	14.
	Tinta Printer Black
	31 – 12- 2022
	1
	Buah
	Rp. 40.000
	Rp. 40.000

	15.
	Saklar
	31 – 12- 2022
	1
	Buah
	Rp. 19.000
	Rp. 19.000

	16.
	Steker
	31 – 12- 2022
	3
	Buah
	Rp. 17.000
	Rp. 51.000

	17.
	Batu Baterai jam
	31 – 12- 2022
	4
	Buah
	Rp. 3500
	Rp. 14.000

	JUMLAH  
	Rp. 2.022.000


Sumber : Laporan stock Opname Barang Persediaan per 31 Desember 2022


B. Aset Tetap
Komposisi dan nilai saldo Aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 tersaji sebagai berikut :
	
Aset Tetap
	2022
	2021

	
	Rp.
	Rp.

	Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Akumulasi Penyusutan
	5.803.487.616,00
229.946.525,00
1.224.817.404,00
746.000,00
1.751.500,00
(829.152.139,72)
	5.803.487.616,00
242.778.525,00
1.224.817.404,00
746.000,00
1.751.500,00
(807.953.720,22)


	Jumlah Aset Tetap
	6.431.596.905,28
	6.465.627.324,78



Saldo akhir aset tetap tahun 2022 sebesar Rp6.431.596.905,28 yang disajikan di dalam neraca merupakan nilai dari neraca awal 2022 yaitu Rp 6.465.627.324,78 dikurangi dengan mutasi keluar peralatan dan mesin dan akumulasi peralatan dan mesin sejumlah Rp12.832.000 dan Rp12.235.750 karena reklas ke barang ekstrakomtabel ditambah dengan beban penyusutan tahun 2022 sebesar Rp33.434.169,50.

3.1.6. [bookmark: _33t22marczoq]Kewajiban
A. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Kelurahan Jampirejo berupa  utang belanja barang dan jasa berupa utang honor tenaga kontrak dan utang jasa pembayaran air, listrik, telepon, dan internet sebesar Rp. 3.542.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Kode Rekening
	Nama Rekening
	Jumlah

	210602020017
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan
	1.500.000,00

	210602020030
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan
	1.500.000,00

	210602020059
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon
	25.707,00

	210602020060
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air
	35.000,00

	210602020061
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik
	211.543,00

	210602020063
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
	270.000,00

	Jumlah Utang
	3.542.250,00



B. Kewajiban Jangka Panjang
Tidak ada kewajiban jangka panjang di Kelurahan Jampirejo pada tahun 2022.

3.1.7. [bookmark: _x4u8428f8lxj]Ekuitas Dana
Akun ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dan kewajiban.  Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut

	 
Ekuitas
	2022
	2021

	
	Rp.
	Rp.

	Ekuitas
	6.430.076.655,28
	6.460.465.425,78

	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
	608.455.920,00
	0

	EKUITAS
	6.430.076.655,28
	6.460.465.425,78




3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD 

[bookmark: _ryj9rdj9ith1]
Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO 
pada tahun 2022


	LRA
	LO
	SELISIH

	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
	18.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
	18.000.000,00
	0,00

	Belanja Jasa Tenaga Keamanan
	18.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan
	18.000.000,00
	0,00

	Belanja Tagihan Telepon
	325.348,00
	Beban Tagihan Telepon
	322.485,00
	2.863,00

	Belanja Tagihan Air
	403.400,00
	Beban Tagihan Air
	406.200,00
	(2.800,00)

	Belanja Tagihan Listrik
	2.583.712,00
	Beban Tagihan Listrik
	2.574.326,00
	9.386,00

	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
	3.240.000,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
	3.240.000,00
	0,00




Pada pos Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Pada pos Tagihan Telepon, Tagihan Air, dan Tagihan Listrik terdapat selisih antara LRA dan LO. Sedangkan pada Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Pada Belanja Tagihan Telepon terdapat selisih sebesar Rp 2.863,00, pada Belanja Tagihan Air terdapat selisih sebesar minus Rp 2.800,00, pada Belanja Tagihan Listrik terdapat selisih sebesar Rp 9.386,00. 

[bookmark: _t8enxpr3akxj]BAB IV
[bookmark: _v6wrfav9rq0n]PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
[bookmark: _9w60yysflocn]
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Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance ), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.
Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2022 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.
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